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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016P

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan

kinerja, serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah

ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor P.57/MENLHK-SETJEN/2015 tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu penilaian

pengukuran dan peningkatan kinerja dalam Sistem

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka perlu

penetapan kembali Indikator Kinerja Utama Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

www.peraturan.go.id



2016, No.1958 -2-

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor

4614);

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 3);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 8)

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
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Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 713);

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.39/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Rencana

Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1195);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

UTAMA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan adalah :

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2019

berada pada rentang 66,5 – 68,6.

b. Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak dari produksi

barang dan jasa hutan dan lingkungan hidup pada tahun

2019 sebesar Rp. 3,9 Trilyun.

c. Nilai Ekspor hasil hutan pada Tahun 2019 sebesar US$

9,28 Milyar dan Rp. 5,8 Trilyun.

d. Jumlah kumulatif kawasan konservasi yang memiliki

nilai efektifitas pengelolaan minimal 70 pada Tahun 2019

sebanyak 260 unit.

e. Jumlah kumulatif Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

yang memproduksi barang dan jasa secara lestari

berbasis desa pada Tahun 2019 sebanyak 347 unit.

f. Luas kumulatif kawasan hutan yang dikelola oleh

masyarakat dan dikembangkan sebagai sentra produksi
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hasil hutan berbasis desa pada Tahun 2019 seluas 12,7

juta ha.

g. Jumlah provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang

mampu dilindungi dari bahaya kebakaran hutan selama

2015-2019 sebanyak 7 provinsi.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Pasal

1, merupakan ukuran kinerja yang akan digunakan

menyusun laporan akuntabilitas kinerja tingkat Kementerian.

Pasal 3

Target kinerja setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1, dan mekanisme pengukuran kinerja tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.57/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penetapan Indikator

Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 September 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2016 20166 April 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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